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ABSTRAK

Pasal 63 Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 mengatur bahwa
pembuang sampah sembarangan dikenai pidana kurungan hingga 3 bulan atau
denda maksimal Rp5.000.000,00, namun pelanggaran terus meningkat seolah
sanksinya tak menimbulkan efek jera. Penelitian ini membahas tiga rumusan
masalah, pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan
sampah berdasarkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah. Kedua, bagaimana kendala penegakan hukum terhadap pelaku
pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Perda Kota Padang No.
21 tahun 2012 tentang Pengelolaan=Sampah:\ Ketiga; bagaimana upaya untuk
mengatasi kendala terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya
berdasarkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan data
primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data
penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara semi terstruktur dengan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, proses penegakan hukum dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui
metode Operasi. Tangkap Tangan. Kedua, kendala yang dihadapi dalam
penegakan hukum yaitu kendala sosio kultural, kendala sektoral, dan kendala
yuridis. Ketiga, kendala tersebut diatasi dengan cara perbaikan sistem layanan
pengumpulan sampah, perbaikan fasilitas-fasilitas pendukung kebersihan, dan
penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Padang.
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